
BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih.

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang

berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai

berikut:

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak

yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan

sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau

melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.

2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya

isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang

berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan

kondisi yang ada dalam masyarakat.

3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian

yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak

masyarakat.

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang

dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang



ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam

masyarakat.1

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh

kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus

mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat

tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari

perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut

dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi

perjanjian.

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.2

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang

melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan

perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di

pengadilan.3

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan

bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak

1Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.16
2Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, (Bandung: Mandar

Maju, 2004), h.61
3Ibid.



yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka,

ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara

dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang

melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.4

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi

bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan

hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau

kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.5

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

untuk menimbulkan akibat hukum.6

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian

merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk

melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih.7

4Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta:PT.
RajaGrafindo Persada, 2003), h.17

5Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

6Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h.4

7R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya
Paramita, 1985), h.304



Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan

sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan

dengan iktikad baik.8

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak,

yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan

hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam

suatu kontrak.

2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari

berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak

para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat

kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak

tersebut.

8Ibid, h.307



3. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara

penuh sesuai isi kontrak tersebut.

4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah

sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan

tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis

kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak

telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan

kewajiban semata-mata.9

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari

terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara

tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya

hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas

tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal

lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak

merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini

9Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13



dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah

adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak

para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk

melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas,

namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan

kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah

kawin sebelum cukup 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu

ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian

atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.10

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa

segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah sesuatu yang

jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau

patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh

karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang

berlaku.

10Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT.RajaGrafindo
Persada, 2010), h.13



Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau

perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk

membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang

belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun

kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, ketetiban umum, dan kesusilaan.11

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338

ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi

semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi

syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-

pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di

dalam isi sebuah kontrak.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUHPerdata hanya bersifat

pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak

tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang

bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan

bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdata bersifat terbuka, artinya memberikan

kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila

para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, berarti dianggap telah

memilih aturan dalam KUHPerdata tersebut.

11Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2000), h.16



Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, di antaranya adalah sebagai

berikut:

1. Asas Konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat
terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan
antara para pihak, maka lahirlah kontrak.

2. Asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan jaminan kebebasan
kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan
dengan perjanjian, di antaranya:
a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan
e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.
3. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak,

dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut
mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat
para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4. Asas iktikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum
perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat
(3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad
baik.12

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka semua perjanjian atau

kontrak haruslah memperhatikan asas-asas tersebut agar dalam pelaksanaannya

dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan

dirinya dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

B. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau konpensasi hak oleh pengadulan

yang diberikan kepada satu pihak  yang menderita kerugian oleh pihak lain yang

melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

12Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak,(Jakarta: PT.RajaGrafindo
Persada, 2007), h.3



Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi

karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi

diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata

sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan

melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena

perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan

kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang

dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena

adanya perjanjian.13

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang

dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat

antara kreditur dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang

kepada B pada tanggal 10 Nopember 2014. Akan tetapi pada tanggal yang telah

ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat

menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan

peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali.

Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat

menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya

ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada kebitur adalah

sebagai berikut:

13Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), h. 100



1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan

kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini

ditujukan kepada bunga.

Adapun yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos

yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian

adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau

kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh

kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan

akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya

perjanjian.

C. Bentuk bentuk Ganti Rugi

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian

kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa

kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materil, dan ganti

rugi immaterial. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur

dalam bentuk uang/ kekayaan. Sedangkan kerugian immaterial adalah suatu

kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit,

dan sebagainya.14

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya

wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan,

14Ibid, h.101



dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai

berikut:

1. Ganti rugi saja;

2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;

3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;

4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;

5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.15

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat

wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari

tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).16

Akibat adanya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi

apabila  ia terlambat memnuhi prestasi.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul

setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan

besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk

berpegang pada keadaan memaksa.

15 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30
16 Ahmadi Miru, Log Cit, h.75



4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra pestasi dengan

menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.17

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena

keadaan memaksa (force majour). Keadaan memaksa (force majour) yaitu salah

satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk

mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang-

undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi,

2. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,

3. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang

harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat

membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat

dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya,

kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”18

D. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246  KUHPerdata menyebutkan bahwa “biaya, rugi dan

bungan yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah

pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus

17Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), h. 98.

18 Ahmadi Miru, Op Cit, h.13



dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta

perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”

Salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka timbilah kerugian

dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246

KUHPerdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata

/tegas telah dkeluarkan oleh salah satu pihak.

2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta

kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainya.

3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah

satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakanya.

Menurut abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdata tersebut,

dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya biaya

pengiriman, biaya materai, biaya iklan.

2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan salah satu

pihak akibat kelalaian salah satu pihak, kerugian di sni adalah yang

sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena

keterlambatan penyerahan, hancurnya barang karena ditumpuk-tumpuk.

3. Bungan dan keuntungan yang diharapkan, karena kreditur lalai, debitur

kehilangan keuntungan yang diharapkannya.


